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ABSTRAK 

Lelang mobil daring di Indonesia semakin populer, namun penerapan prinsip keadilan distributif dan 

retributif dalam sistem ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakseimbangan 

informasi, manipulasi data, dan lemahnya penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis efektivitas penerapan kedua prinsip tersebut dalam melindungi konsumen serta peran 

perlindungan data pribadi dalam mencegah manipulasi informasi dalam transaksi lelang daring. 

Berdasarkan analisis, ditemukan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur perlindungan 

konsumen dan data pribadi, implementasi dari regulasi tersebut masih belum optimal. Asimetri 

informasi yang terjadi dalam transaksi lelang daring, praktik manipulasi seperti shill bidding, serta 

lemahnya pengawasan terhadap algoritma lelang dan penyalahgunaan data pribadi menjadi kendala 

utama dalam menciptakan keadilan bagi konsumen. Selain itu, penguatan sanksi hukum dan 

penerapan teknologi baru seperti blockchain diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas dalam lelang daring. Penelitian ini juga merekomendasikan perlunya penguatan 

regulasi, kolaborasi antara pemerintah, penyelenggara lelang, dan lembaga pengawas, serta edukasi 

konsumen untuk meningkatkan literasi hukum. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem 

lelang daring di Indonesia dapat menjadi lebih adil, aman, dan transparan, serta dapat memberikan 

perlindungan yang lebih maksimal bagi konsumen. 

Kata Kunci: Lelang mobil daring, prinsip keadilan distributif, prinsip keadilan retributif 

ABSTRACT 

Online car auctions in Indonesia are increasingly popular, but the application of distributive and 
retributive justice principles in this system still faces various challenges, such as information 
imbalance, data manipulation, and weak law enforcement. This study aims to analyze the 
effectiveness of the application of these two principles in protecting consumers as well as the role of 
personal data protection in preventing information manipulation in online auction transactions. Based 
on the analysis, it is found that although there are regulations governing consumer protection and 
personal data, the implementation of these regulations is still not optimal. Information asymmetry 
that occurs in online auction transactions, manipulation practices such as shill bidding, and weak 
supervision of auction algorithms and misuse of personal data are the main obstacles in creating 
justice for consumers. In addition, strengthening legal sanctions and implementing new technologies 
such as blockchain are needed to improve transparency and accountability in online auctions. This 
research also recommends the need for strengthening regulations, collaboration between the 
government, auction organizers, and supervisory agencies, as well as consumer education to improve 
legal literacy. With these measures, it is expected that the online auction system in Indonesia can 
become more fair, safe, and transparent, and can provide maximum protection for consumers. 

Keywords: Online car auctions, principles of distributive justice, principles of retributive justice 

PENDAHULUAN 

Transformasi teknologi informasi telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai 

sektor, termasuk dunia pelelangan kendaraan bermotor (Surachman, 2019: 47). Dalam hal ini, lelang 

mobil yang awalnya dilakukan secara konvensional dengan kehadiran fisik kini telah bergeser ke 

platform digital. Inovasi ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi lelang dan 

berpartisipasi dari lokasi mana pun tanpa harus hadir langsung di tempat pelelangan. Meskipun 

menawarkan kemudahan, proses digitalisasi ini juga membawa tantangan baru yang tidak bisa 

diabaikan. Tantangan tersebut berkaitan erat dengan perlindungan hak-hak konsumen yang 

mencakup jaminan atas keamanan transaksi, kenyamanan selama proses lelang, serta keadilan 

dalam memenuhi ekspektasi konsumen terhadap barang yang dilelang. Dalam konteks ini, adaptasi 

terhadap perubahan teknologi perlu disertai langkah-langkah hukum dan pengawasan yang 

memastikan konsumen tetap terlindungi. 

Praktik lelang mobil daring di Indonesia diatur oleh sejumlah regulasi penting yang menjadi 

landasan hukum pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 

(UU PDP) menjadi dua pilar utama dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. 
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Selain itu, terdapat berbagai peraturan pelaksana terkait lelang elektronik yang bertujuan 

untuk mengatur mekanisme serta tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi daring. Meski 

demikian, implementasi aturan ini sering kali menghadapi kendala, seperti munculnya kasus 

wanprestasi atau informasi yang tidak transparan. Dalam kondisi tertentu, konsumen terjebak dalam 

situasi yang merugikan karena ketidaksesuaian barang yang diterima dengan deskripsi yang 

disampaikan selama proses lelang. 

Lelang daring memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan lelang konvensional, salah 

satunya adalah absennya interaksi langsung antara pembeli dan penjual (Hendra Wijaya, 2023: 78). 

Kondisi ini menimbulkan sejumlah risiko yang berpotensi merugikan konsumen, seperti 

penyalahgunaan keadaan, manipulasi informasi, hingga kerugian akibat deskripsi barang yang tidak 

lengkap atau bahkan menyesatkan. Contoh nyata dari permasalahan ini dapat dilihat dalam kasus 

lelang mobil Volkswagen/Tiguan yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. 

Dalam kasus tersebut, konsumen merasa dirugikan karena barang yang diterima tidak sesuai dengan 

informasi yang dijanjikan, menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam perlindungan hukum 

terhadap konsumen di sektor ini. 

Dalam memastikan perlindungan konsumen pada lelang daring, penting untuk menerapkan 

asas keadilan distributif dan retributif secara seimbang. Prinsip keadilan distributif menekankan 

pada pembagian hak dan kewajiban yang proporsional antara pelaku usaha, seperti balai lelang, dan 

konsumen sebagai peserta lelang. Di sisi lain, keadilan retributif berfokus pada pemberian sanksi 

yang setimpal terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan 

konsumen. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah adanya ketimpangan kekuasaan dalam 

hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga konsumen tidak berada dalam posisi yang 

rentan terhadap eksploitasi atau tindakan curang. 

Kontrak elektronik yang menjadi dasar dalam setiap transaksi lelang daring harus memenuhi 

ketentuan hukum yang berlaku sesuai KUHPerdata dan peraturan terkait transaksi elektronik. 

Dokumen kontrak tersebut harus mencantumkan informasi yang jelas dan rinci, meliputi identitas 

para pihak yang terlibat, deskripsi barang yang dilelang, syarat dan ketentuan transaksi, serta 

mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan. Selain itu, pelaku usaha diwajibkan 

memberikan informasi yang akurat, transparan, dan tidak menyesatkan terkait kondisi barang yang 

dilelang. Jika ditemukan cacat tersembunyi pada barang setelah transaksi selesai, konsumen harus 

memiliki hak untuk mengajukan klaim atau meminta pengembalian sesuai ketentuan yang berlaku. 

Salah satu persoalan yang sering muncul dalam praktik lelang daring adalah lemahnya posisi 

konsumen dalam menuntut hak-haknya ketika terjadi kerugian. Banyak konsumen merasa dirugikan 

akibat kurangnya pengawasan yang efektif, ketidakjelasan regulasi, serta rendahnya pemahaman 

mereka tentang hak-hak yang dimiliki dalam transaksi daring. Situasi ini diperparah oleh kurangnya 

itikad baik dari pelaku usaha dalam menanggapi keluhan konsumen, yang pada akhirnya membuat 

konsumen kesulitan mendapatkan solusi yang memadai. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan 

dalam hal edukasi konsumen dan penguatan regulasi yang mengatur hubungan antara pelaku usaha 

dan konsumen. 

Pemerintah memegang peran strategis dalam memastikan pelaksanaan standar perlindungan 

konsumen dalam lelang mobil daring dapat berjalan secara optimal. Upaya ini mencakup pengawasan 

yang lebih ketat terhadap pelaku usaha, pembinaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan, 

serta penerapan sanksi administratif, perdata, maupun pidana bagi pihak yang melanggar. Di sisi 

lain, isu perlindungan data pribadi juga menjadi perhatian utama dalam transaksi daring, mengingat 

potensi penyalahgunaan data dapat menimbulkan risiko yang tidak kalah besar bagi konsumen. 

Dengan regulasi yang lebih tegas, pemerintah dapat mencegah terjadinya pelanggaran yang 

merugikan konsumen di sektor ini. 

Dalam praktik pelaksanaannya, balai lelang mobil seperti PT JBA telah mengadopsi teknologi 

digital untuk menyediakan sistem lelang daring yang dapat diakses melalui aplikasi dan situs web. 

Teknologi ini memungkinkan konsumen untuk mengikuti lelang kapan saja dan di mana saja, 

sehingga memberikan efisiensi yang signifikan. Namun, efisiensi ini harus diimbangi dengan 

transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dari pihak pelaku usaha. Konsumen harus diberikan 

akses untuk memeriksa kondisi fisik barang melalui kegiatan open house atau mendapatkan 

informasi yang akurat dan terperinci dalam katalog kendaraan yang disediakan. 

PERMASALAHAN 

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu, yang pertama Efektivitas penerapan prinsip keadilan 

distributif dan retributif dalam melindungi konsumen pada praktik lelang mobil daring di Indonesia 

dan yang kedua Peran perlindungan data pribadi dalam mencegah manipulasi informasi pada 

transaksi lelang mobil daring 

 



Nabilah Febriana, Ahmad Zazili, Rohaini 

 

RJIH│114 

 

METODELOGI PENELITIAN 

Penelitian dan analisis yuridis menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen 

dalam lelang mobil daring masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Tantangan ini mencakup 

adanya kekosongan hukum, lemahnya mekanisme pengawasan, serta praktik bisnis yang belum 

sepenuhnya berorientasi pada kepentingan konsumen. Untuk mengatasi permasalahan ini, 

diperlukan langkah-langkah normatif yang melibatkan penguatan regulasi, edukasi konsumen secara 

menyeluruh, serta dorongan bagi pelaku usaha untuk mengutamakan prinsip keadilan dan 

transparansi dalam setiap transaksi lelang daring. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan 

ekosistem lelang daring yang lebih aman, adil, dan dapat dipercaya oleh seluruh pihak yang terlibat. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk 

menganalisis penerapan prinsip keadilan distributif dan retributif dalam lelang mobil daring di 

Indonesia serta peran perlindungan data pribadi. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen 

hukum, peraturan terkait, serta studi kasus yang mencakup putusan pengadilan dan laporan keluhan 

konsumen. Selain itu, wawancara dengan para ahli di bidang hukum, teknologi, dan perlindungan 

konsumen dilakukan untuk menggali perspektif mengenai tantangan dan solusi dalam sistem lelang 

daring. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik, di mana data yang diperoleh 

dikategorikan dan dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul terkait masalah 

transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika yang terjadi dalam praktik lelang daring dan 

menawarkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk memperbaiki sistem yang ada. 

PEMBAHASAN  

Efektivitas Penerapan Prinsip Keadilan Distributif Dan Retributif dalam Melindungi Konsumen 

pada Praktik Lelang Mobil Daring di Indonesia 

Penerapan prinsip keadilan distributif dan retributif dalam melindungi konsumen lelang mobil 

daring di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks meskipun terdapat dasar 

hukum yang jelas (Ika Sari, 2022: 55). Prinsip keadilan distributif bertujuan untuk memastikan 

pembagian hak dan kewajiban yang proporsional antara pelaku usaha dan konsumen. Namun, dalam 

prakteknya, prinsip ini sering terhambat oleh ketidakseimbangan informasi yang terjadi dalam 

transaksi lelang daring. Salah satu masalah utama yang muncul adalah asimetri informasi, di mana 

konsumen tidak selalu mendapatkan informasi yang lengkap atau akurat mengenai kondisi 

kendaraan yang mereka tawar. Ketimpangan informasi ini menciptakan celah yang memungkinkan 

pelaku usaha untuk memanipulasi kondisi dan harga kendaraan. Hal ini tentu saja merugikan 

konsumen, karena mereka tidak dapat membuat keputusan yang sepenuhnya berdasarkan informasi 

yang benar, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas keputusan yang diambil oleh konsumen 

dalam mengikuti lelang. 

Masalah manipulasi informasi ini tidak hanya berdampak pada konsumen secara umum, tetapi 

juga tercermin dalam berbagai kasus nyata. Sebagai contoh, dalam studi kasus Putusan Pengadilan 

Negeri Jakarta Barat Nomor 256/Pdt.G/2023, konsumen menerima kendaraan yang kondisinya jauh 

berbeda dengan deskripsi yang tercantum dalam katalog lelang. Kasus seperti ini menunjukkan 

adanya kelemahan dalam penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (UUPK), yang seharusnya mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan 

informasi yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Walaupun aturan tersebut 

telah ditetapkan, penerapannya dalam konteks lelang daring masih sangat minim dan tidak 

konsisten. Praktik-praktik yang mengabaikan ketentuan perlindungan konsumen ini pada akhirnya 

menyebabkan kerugian besar bagi konsumen dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap sistem 

lelang daring di Indonesia. 

Selain masalah dalam hal transparansi informasi, prinsip keadilan retributif juga menghadapi 

berbagai kendala dalam hal pemberian sanksi terhadap pelanggar. Sanksi yang tercantum dalam 

UUPK, baik berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana, seringkali belum efektif 

memberikan efek jera yang cukup signifikan bagi pelaku pelanggaran. Salah satu faktor utama yang 

menghambat penerapan sanksi ini adalah kesulitan dalam proses pembuktian, yang sering kali 

membutuhkan waktu lama untuk menuntaskan perkara hukum. Penelitian menunjukkan bahwa 

hanya sekitar 30% dari keluhan konsumen terkait lelang mobil daring yang berujung pada pemberian 

ganti rugi yang memadai. Sebagian besar kasus justru diselesaikan melalui mediasi informal yang 

tidak mengikat, yang menyebabkan pelaku usaha merasa tidak ada konsekuensi serius dari tindakan 

mereka. Tanpa adanya efek jera yang cukup kuat, para pelaku usaha cenderung tidak merasa 

terancam dan tidak merasa perlu memperbaiki praktik mereka, sehingga konsumen tetap dirugikan 

dan integritas pasar lelang digital semakin terancam. 
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Masalah transparansi juga menjadi hambatan besar dalam penerapan prinsip keadilan 

distributif dalam lelang daring. Berdasarkan data yang ada, sekitar 45% peserta lelang mengeluhkan 

kurangnya informasi teknis yang jelas dan akurat terkait kendaraan yang ditawarkan dalam 

platform digital. Walaupun Peraturan Menteri Keuangan No. 122 Tahun 2023 telah mewajibkan 

penyediaan katalog digital yang lengkap, kenyataannya banyak manipulasi foto dan informasi 

kendaraan yang dilakukan untuk menyembunyikan cacat atau kerusakan pada kendaraan. Praktik 

manipulasi informasi ini semakin memperburuk ketidakadilan yang dirasakan oleh konsumen, yang 

mengharapkan barang yang mereka beli sesuai dengan deskripsi yang diberikan. Manipulasi foto 

kendaraan yang menyembunyikan kerusakan atau kondisi sebenarnya menambah ketidakpercayaan 

konsumen terhadap sistem lelang daring dan memperburuk situasi bagi konsumen yang sudah 

berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. 

Pentingnya mekanisme verifikasi yang lebih ketat menjadi jelas, karena tanpa adanya langkah-

langkah tersebut, ketimpangan informasi ini hanya akan terus berkembang. Pengawasan yang lebih 

intensif dan mekanisme verifikasi yang lebih solid diperlukan untuk memastikan bahwa informasi 

yang disampaikan dalam platform lelang daring adalah valid dan dapat dipercaya. Salah satu solusi 

yang bisa dipertimbangkan adalah melakukan inspeksi langsung terhadap kendaraan sebelum lelang 

dilakukan, agar konsumen memiliki informasi yang lebih jelas dan tidak dirugikan oleh manipulasi 

informasi. Tanpa langkah tersebut, risiko manipulasi dan ketidakadilan akan terus terjadi, yang pada 

akhirnya akan menurunkan kepercayaan konsumen terhadap sistem lelang daring. 

Untuk mencapai penerapan prinsip keadilan distributif dan retributif yang lebih efektif dalam 

lelang mobil daring di Indonesia, diperlukan upaya yang lebih maksimal dari pemerintah, pelaku 

usaha, dan lembaga pengawas. Pemerintah perlu meningkatkan regulasi serta pengawasan terhadap 

praktik lelang daring agar pelaku usaha mematuhi ketentuan yang ada, dan konsumen dapat 

terlindungi dari praktik yang merugikan. Selain itu, pelaku usaha juga perlu lebih bertanggung jawab 

dalam memberikan informasi yang transparan dan akurat, agar konsumen dapat membuat 

keputusan yang lebih tepat. Dengan langkah-langkah ini, sistem lelang daring di Indonesia dapat 

lebih adil, transparan, dan dapat dipercaya, serta meningkatkan integritas pasar lelang digital di 

tanah air. 

Akuntabilitas dalam sistem lelang daring sering diabaikan meskipun ada regulasi yang 

mengaturnya. Salah satu masalah utama adalah praktik shill bidding, yaitu penawaran palsu yang 

dilakukan untuk menaikkan harga lelang secara tidak sah. Praktik ini merugikan konsumen dan 

merusak kredibilitas sistem lelang. Data Kementerian Perdagangan menunjukkan harga lelang mobil 

bisa meningkat hingga 15% akibat shill bidding. Meskipun ada aturan terkait hal ini, belum ada 

pelaku usaha yang dihukum pidana karena kesulitan melacak identitas digital dan terbatasnya 

keahlian forensik digital. Tanpa penegakan hukum yang tegas, praktik ini akan terus berlangsung, 

merusak kepercayaan konsumen terhadap platform lelang. 

Harmonisasi regulasi penting untuk mengatasi kesenjangan hukum antara undang-undang 

yang ada, seperti UUPK, UU ITE, dan peraturan sektoral lainnya. Analisis terhadap Peraturan 

Menteri Keuangan No. 122 Tahun 2023 menunjukkan bahwa peraturan ini belum mengatur 

penggunaan teknologi seperti blockchain atau sistem audit real-time yang dapat meningkatkan 

transparansi dalam lelang daring. Blockchain dapat mencatat transaksi secara permanen dan 

transparan, mengurangi manipulasi data dan meningkatkan kepercayaan publik. Negara seperti 

Belanda telah berhasil menerapkan teknologi ini, dan penerapannya di Indonesia akan sangat 

bermanfaat. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga regulasi, dan sektor swasta diperlukan untuk 

mewujudkan teknologi ini secara menyeluruh. 

Selain itu, untuk memperkuat prinsip keadilan retributif, perlu adanya penguatan terhadap 

sanksi progresif yang lebih sesuai dengan tingkat kerugian konsumen dan motif pelanggaran. Saat 

ini, denda maksimal sebesar Rp2 miliar yang tercantum dalam UUPK dianggap tidak memadai, 

terutama dalam konteks lelang mobil mewah yang nilainya bisa mencapai puluhan miliar rupiah. 

Oleh karena itu, integrasi sanksi tambahan, seperti pencabutan izin usaha atau pembentukan daftar 

hitam (blacklist) bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan, dapat menciptakan efek jera yang 

lebih kuat. Langkah ini juga akan membuat pelaku usaha lebih berhati-hati dalam menjalankan 

kegiatan lelang mereka. Sanksi semacam ini akan memberikan insentif yang lebih besar bagi pelaku 

usaha untuk mematuhi ketentuan hukum dan lebih memperhatikan hak-hak konsumen, sehingga 

meningkatkan tingkat kepatuhan di industri lelang daring. Di samping itu, pemberian sanksi yang 

lebih berat juga akan menunjukkan komitmen negara terhadap perlindungan konsumen, serta 

mendorong terciptanya pasar yang lebih sehat dan transparan. Tanpa adanya sanksi yang memadai 

dan disertai dengan pengawasan yang ketat, pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab akan terus 

melanggar aturan tanpa takut terhadap konsekuensi hukum yang nyata. 

Pengawasan terhadap algoritma yang digunakan dalam lelang digital juga perlu mendapatkan 

perhatian serius dari lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan 

Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) (Muhammad Audiva, 2024: 450). Penemuan bahwa sekitar 
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20% dari platform lelang menggunakan sistem blind bidding, di mana harga ditentukan secara tidak 

transparan dan peserta tidak tahu harga terbaik yang bisa didapat, menunjukkan bahwa standar 

transparansi algoritma dalam lelang digital masih sangat lemah. Sistem seperti ini rawan terhadap 

manipulasi, karena dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengatur 

harga atau penawaran agar menguntungkan mereka. Untuk itu, penggunaan sistem lelang berbasis 

open-source bidding, di mana semua peserta dapat melihat penawaran yang masuk secara 

transparan, dapat menjadi solusi yang lebih baik untuk mencegah manipulasi penawaran dan 

memberikan kepastian harga yang lebih adil bagi konsumen. Selain itu, audit berkala oleh pihak 

independen juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa algoritma dalam sistem lelang digital 

beroperasi dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan distributif yang seharusnya 

diterapkan dalam sistem lelang. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan terbuka, kepercayaan 

konsumen terhadap platform lelang daring dapat meningkat, dan potensi kecurangan dapat 

diminimalkan. 

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan sistem lelang daring juga perlu diperhatikan 

sebagai langkah untuk memperkuat sistem pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel. Salah 

satu cara untuk melibatkan masyarakat adalah dengan memberikan akses bagi konsumen untuk 

mengajukan keluhan atau melaporkan praktik tidak sah dalam lelang. Platform lelang daring 

seharusnya menyediakan kanal yang mudah diakses oleh konsumen untuk melaporkan 

ketidaksesuaian antara deskripsi kendaraan dengan kondisi sebenarnya, serta pelanggaran lainnya 

yang terjadi dalam proses lelang. Selain itu, penyedia platform lelang harus menjamin perlindungan 

bagi konsumen yang melaporkan pelanggaran, dengan memberikan jaminan kerahasiaan dan 

perlindungan hukum. Hal ini akan mendorong lebih banyak konsumen untuk aktif mengawasi dan 

melaporkan praktik-praktik yang merugikan, serta memberikan tekanan kepada pelaku usaha untuk 

lebih transparan dalam operasional mereka. Di sisi lain, penyedia platform lelang juga harus proaktif 

dalam melakukan audit internal secara rutin dan mengidentifikasi potensi risiko yang ada dalam 

sistem mereka, agar dapat segera menanggulangi masalah yang muncul dan memperbaiki layanan 

mereka demi kepuasan konsumen. 

Dari segi pendidikan dan literasi digital, penting juga untuk meningkatkan pemahaman 

konsumen tentang hak-hak mereka dalam mengikuti lelang daring. Banyak konsumen yang masih 

kurang memahami hak mereka terkait perlindungan konsumen dalam konteks transaksi digital. Oleh 

karena itu, penyuluhan mengenai hak-hak konsumen dan mekanisme perlindungan yang tersedia, 

seperti yang tercantum dalam UUPK dan UU ITE, sangat penting untuk dilakukan. Program edukasi 

yang menyeluruh tentang risiko-risiko yang ada dalam lelang daring, serta cara-cara untuk 

melindungi diri dari praktik curang, akan membantu konsumen membuat keputusan yang lebih bijak 

dan lebih siap menghadapi berbagai potensi masalah. Selain itu, peningkatan literasi digital juga 

akan memberi konsumen pengetahuan yang lebih baik tentang cara membaca dan memahami 

informasi yang disajikan dalam platform lelang daring, sehingga mereka tidak mudah terjebak dalam 

praktik-praktik manipulatif yang merugikan. Dengan semakin tingginya tingkat literasi konsumen, 

diharapkan akan tercipta pasar lelang yang lebih sehat dan lebih berkeadilan bagi semua pihak yang 

terlibat. 

Untuk mencapai penerapan prinsip keadilan distributif dan retributif yang lebih efektif dalam 

lelang mobil daring di Indonesia, diperlukan upaya yang maksimal dari semua pihak terkait. 

Pemerintah, lembaga pengawas, dan pelaku usaha harus bekerja sama untuk menciptakan ekosistem 

lelang yang lebih transparan, adil, dan dapat dipercaya. Dengan penegakan hukum yang tegas 

terhadap pelanggaran, penguatan sanksi yang sesuai, penggunaan teknologi yang inovatif seperti 

blockchain, serta peningkatan literasi konsumen, sistem lelang daring dapat berkembang menjadi 

lebih profesional dan melindungi hak-hak konsumen secara lebih optimal. Langkah-langkah tersebut 

akan memastikan bahwa pasar lelang daring di Indonesia tidak hanya tumbuh, tetapi juga 

memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat, menciptakan kepercayaan yang 

lebih besar antara konsumen dan penyedia platform lelang. 

Edukasi konsumen tentang hak-hak mereka dalam lelang digital perlu segera ditingkatkan, 

karena sebagian besar peserta lelang tidak memahami hak untuk membatalkan transaksi jika barang 

tidak sesuai deskripsi (Ilma Imami Rosida dan Herwin Sulistyowati, 2021: 63). Survei BPKN 2024 

menunjukkan sekitar 65% konsumen tidak tahu tentang hak mereka untuk pembatalan dalam 

periode pendinginan. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi yang efektif mengenai hak-hak 

konsumen dalam lelang daring. Banyak konsumen yang tidak menyadari bahwa mereka berhak 

mengajukan pembatalan atau ganti rugi. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, platform 

lelang, dan komunitas otomotif sangat penting untuk meningkatkan literasi hukum konsumen, 

melalui kampanye media, seminar, dan informasi yang jelas di platform lelang digital. 

Penguatan mekanisme penyelesaian sengketa khusus untuk lelang digital juga menjadi hal 

yang sangat krusial, mengingat banyaknya keluhan yang tidak dapat diselesaikan dengan cara yang 

adil. Sistem penyelesaian sengketa yang ada saat ini sering kali terlalu rumit, memakan waktu, dan 
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membutuhkan biaya yang tinggi bagi konsumen (Ririn Ardhila, 2022: 50). Hal ini tentu menjadi 

hambatan bagi konsumen yang ingin mendapatkan keadilan. Pendekatan ini akan memberikan 

kemudahan bagi konsumen untuk mengajukan klaim dan mendapatkan kompensasi yang adil tanpa 

harus mengeluarkan biaya yang tinggi, sekaligus mengurangi beban di pengadilan. Selain itu, sistem 

mediasi ini akan selaras dengan prinsip keadilan retributif, yang menekankan pentingnya 

memberikan kompensasi yang cepat dan tepat bagi konsumen yang dirugikan. Lebih jauh lagi, sistem 

ini juga dapat memastikan bahwa pelaku usaha yang melanggar hukum mendapatkan sanksi yang 

setimpal dan memberikan efek jera yang lebih besar bagi pihak-pihak yang terlibat dalam praktik 

curang. 

Penerapan prinsip keadilan distributif dan retributif dalam lelang mobil daring di Indonesia 

masih berada pada tingkat yang moderat, dengan berbagai tantangan yang harus diatasi. Indeks 

perlindungan konsumen lelang digital yang dirilis oleh Kementerian Hukum dan HAM 

(Kemenkumham) pada tahun 2024 menunjukkan angka 55%, yang mencerminkan adanya kebutuhan 

mendesak untuk reformasi regulasi yang lebih komprehensif. Hal ini menandakan bahwa masih ada 

banyak ruang untuk perbaikan dalam sistem perlindungan konsumen, yang melibatkan 

penyempurnaan regulasi, penguatan infrastruktur digital, serta peningkatan kapasitas lembaga 

pengawas yang ada. Dalam hal ini, perbaikan regulasi teknis, seperti peningkatan standar 

transparansi dan akuntabilitas dalam platform lelang daring, akan sangat penting untuk 

mewujudkan pasar lelang yang lebih adil. Pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan terhadap 

pelaksanaan lelang daring agar semua pelaku usaha mematuhi peraturan yang berlaku. Tanpa 

adanya reformasi ini, konsumen akan terus menjadi pihak yang dirugikan dalam transaksi lelang 

daring, sehingga memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap sistem lelang digital secara 

keseluruhan. 

Penguatan infrastruktur digital juga memegang peranan penting dalam menciptakan 

ekosistem lelang daring yang lebih transparan dan aman. Platform lelang daring harus dilengkapi 

dengan sistem yang tidak hanya efisien dalam menjalankan lelang, tetapi juga aman dari praktik 

manipulasi data dan penipuan. Misalnya, penerapan teknologi blockchain yang memungkinkan 

pencatatan transaksi secara transparan dan permanen dapat meningkatkan integritas sistem lelang 

daring. Selain itu, sistem ini akan mengurangi risiko manipulasi data yang dapat merugikan 

konsumen, karena semua transaksi tercatat secara digital dan dapat diaudit dengan mudah. 

Penggunaan teknologi canggih lainnya, untuk memantau pola penawaran dan mendeteksi perilaku 

mencurigakan, juga bisa meningkatkan efisiensi sistem dan mencegah praktik curang seperti shill 

bidding. Dengan investasi yang tepat pada infrastruktur digital ini, platform lelang dapat 

menyediakan layanan yang lebih aman, transparan, dan adil bagi semua pengguna. 

Meningkatkan kapasitas lembaga pengawas juga menjadi langkah penting dalam menciptakan 

ekosistem lelang yang lebih baik. Lembaga-lembaga seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional 

(BPKN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta lembaga lainnya yang berwenang, harus dilengkapi 

dengan sumber daya yang memadai, baik dari segi personel, keahlian, maupun teknologi, agar dapat 

melakukan pengawasan yang lebih efektif. Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran juga 

harus lebih tegas dan cepat, dengan memperkuat koordinasi antara lembaga pengawas dan aparat 

penegak hukum lainnya. Dalam hal ini, pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas pengawas 

sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menghadapi tantangan yang muncul di dunia 

lelang digital yang semakin kompleks. Dengan pengawasan yang lebih baik, pelanggaran terhadap 

hak konsumen dapat diminimalisir, dan transparansi dalam setiap tahapan lelang dapat lebih 

terjaga, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem lelang daring. 

Penerapan prinsip keadilan dalam lelang daring juga sangat bergantung pada kemampuan 

masyarakat untuk mengakses informasi yang benar dan valid. Oleh karena itu, platform lelang perlu 

menyediakan informasi yang lengkap dan jelas tentang barang yang dilelang, termasuk kondisi fisik 

kendaraan, sejarah perawatan, dan informasi penting lainnya yang relevan. Tanpa adanya informasi 

yang memadai, konsumen tidak dapat membuat keputusan yang baik dan berisiko membeli barang 

yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Salah satu langkah yang dapat diambil untuk 

meningkatkan akses informasi ini adalah dengan mengimplementasikan sistem verifikasi yang 

melibatkan pihak ketiga independen untuk memeriksa kondisi barang sebelum lelang dimulai. Hal 

ini akan memastikan bahwa semua peserta lelang memiliki informasi yang sama dan dapat membuat 

keputusan yang lebih terinformasi. Lebih lanjut, dengan adanya mekanisme ini, diharapkan akan 

tercipta tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari konsumen terhadap platform lelang daring, yang 

pada akhirnya akan mendorong perkembangan industri lelang digital yang lebih sehat dan 

berkelanjutan. 

Penerapan prinsip keadilan dalam lelang daring tidak hanya menyangkut kesetaraan 

kesempatan bagi semua peserta, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses berjalan secara 

transparan dan akuntabel. Informasi yang lengkap, jelas, dan akurat merupakan fondasi utama 

dalam menciptakan transaksi yang adil. Dalam konteks ini, penyelenggara lelang daring memiliki 
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tanggung jawab besar untuk menyediakan detail yang komprehensif mengenai objek lelang, termasuk 

foto-foto terbaru, deskripsi teknis, histori penggunaan, serta status hukum barang seperti dokumen 

kepemilikan. Tanpa informasi tersebut, peserta lelang akan berada dalam posisi yang rentan 

terhadap kesalahan pengambilan keputusan, bahkan berisiko menjadi korban penipuan atau 

manipulasi data. 

Keadilan juga ditentukan oleh adanya kesetaraan informasi antara seluruh peserta lelang. Oleh 

karena itu, penting bagi platform untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang mendapat akses 

informasi lebih awal atau lebih lengkap dibanding peserta lainnya. Sistem lelang daring yang tidak 

memperhatikan hal ini rentan terhadap praktik kecurangan seperti insider trading atau manipulasi 

harga. Salah satu inovasi yang dapat diterapkan adalah penggunaan blockchain atau teknologi 

pencatatan terdistribusi yang dapat menjamin integritas data dan transaksi, serta memperkuat 

prinsip non-diskriminasi antar peserta lelang. Untuk lebih menjamin transparansi, keterlibatan 

pihak ketiga sebagai verifikator independen atas kondisi barang yang dilelang menjadi sangat 

krusial. Pihak ketiga ini dapat berupa lembaga inspeksi kendaraan, teknisi bersertifikat, atau auditor 

publik yang bertugas memastikan bahwa informasi yang ditampilkan pada platform sesuai dengan 

kenyataan di lapangan. Dengan sistem verifikasi ini, tidak hanya konsumen yang diuntungkan, tetapi 

penyelenggara lelang juga mendapatkan legitimasi dan reputasi yang lebih baik. Langkah ini 

sekaligus dapat mengurangi potensi sengketa konsumen yang sering terjadi akibat informasi yang 

tidak akurat atau menyesatkan. 

Akses terhadap informasi yang valid dan terverifikasi juga menjadi bagian dari perlindungan 

konsumen yang diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen. Dalam perspektif hukum, penyelenggara lelang dapat dimintai 

pertanggungjawaban apabila terbukti lalai atau sengaja menyesatkan peserta lelang melalui 

penyajian informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, penting bagi platform untuk memiliki standar 

operasional prosedur (SOP) dalam proses penyampaian informasi barang lelang serta mekanisme 

pengaduan yang efektif jika terjadi sengketa.Dengan adanya sistem informasi yang adil dan 

transparan, diiringi pengawasan dan verifikasi yang akuntabel, industri lelang daring dapat 

berkembang secara berkelanjutan. Kepercayaan publik terhadap proses digitalisasi lelang akan 

meningkat, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi digital secara 

umum. Prinsip keadilan tidak hanya menjadi tujuan moral, tetapi juga kebutuhan strategis dalam 

membangun sistem lelang daring yang modern, terpercaya, dan inklusif 

Dengan langkah-langkah yang lebih sistematis dan kolaboratif, diharapkan dapat tercipta 

ekosistem lelang daring yang tidak hanya transparan dan adil, tetapi juga berkelanjutan dalam 

jangka panjang. Pemerintah, platform lelang, dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan 

bahwa regulasi yang ada dapat ditegakkan dengan efektif, serta memperbaiki kekurangan yang ada 

dalam sistem. Penggunaan teknologi yang inovatif, peningkatan edukasi konsumen, serta penguatan 

mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan adil akan memainkan peran kunci dalam 

memastikan perlindungan hak-hak konsumen dan menciptakan pasar lelang yang lebih aman dan 

dapat dipercaya. Langkah-langkah ini akan berkontribusi pada terciptanya sistem lelang daring yang 

dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi digital di 

Indonesia secara lebih sehat dan berkelanjutan. 

Peran Perlindungan Data Pribadi dalam Mencegah Manipulasi Informasi pada Transaksi Lelang 

Mobil Daring 

Perlindungan data pribadi memiliki peran strategis yang sangat penting dalam mencegah 

manipulasi informasi pada transaksi lelang mobil daring di Indonesia. Dalam era digital yang 

semakin berkembang, data pribadi konsumen tidak hanya menjadi informasi yang sangat berharga, 

tetapi juga rentan terhadap penyalahgunaan. Oleh karena itu, memastikan kerahasiaan dan 

keakuratan data pribadi adalah langkah fundamental yang harus diambil oleh semua pihak yang 

terlibat dalam transaksi lelang daring, untuk menciptakan transaksi yang adil, transparan, dan 

aman. Melalui perlindungan data pribadi yang memadai, pihak penyelenggara lelang dapat 

memastikan bahwa konsumen mendapatkan perlakuan yang adil, tanpa adanya manipulasi yang 

merugikan. 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) 

memberikan dasar hukum yang komprehensif dan jelas bagi perlindungan hak konsumen atas data 

pribadi mereka. UU ini mengatur kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga 

kerahasiaan, keamanan, serta akurasi data pribadi yang dimiliki konsumen (Danil Erlangga 

Mahameru, 2023: 150). Lebih lanjut, UU ini juga menetapkan sanksi yang tegas bagi pihak yang 

menyalahgunakan data pribadi, baik itu berupa penyalahgunaan untuk tujuan manipulasi atau 

eksploitasi data secara tidak sah. Perlindungan terhadap data pribadi ini, diharapkan, dapat 

mengurangi potensi terjadinya kebocoran data yang dapat digunakan oleh pihak yang tidak 
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bertanggung jawab untuk melakukan manipulasi informasi, seperti manipulasi harga atau informasi 

terkait kendaraan yang dipasarkan dalam lelang. 

Penyelenggara lelang daring, sebagai pihak ketiga dalam transaksi, memegang peran yang 

sangat penting dalam menjaga dan melindungi data pribadi konsumen (Erna Priliasari, 2023: 260). 

Mereka diharapkan untuk menggunakan teknologi dan prosedur yang canggih guna memastikan 

keamanan dan kerahasiaan informasi yang mereka kelola. Kecerobohan atau kelalaian dalam 

pengelolaan data pribadi dapat berisiko besar, seperti konsumen yang menerima barang yang tidak 

sesuai dengan deskripsi yang ada di katalog lelang. Selain merugikan konsumen, hal ini juga dapat 

merusak reputasi dan kredibilitas platform lelang daring. Oleh karena itu, penerapan Peraturan 

Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 yang mengatur kewajiban 

penyelenggara sistem elektronik dalam melindungi data pribadi sangatlah penting. Peraturan ini 

memberikan landasan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa data pribadi konsumen tidak 

hanya terlindungi dari akses yang tidak sah, tetapi juga tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak 

dengan kepentingan tertentu. 

Salah satu langkah penting untuk memperkuat perlindungan data pribadi dalam transaksi 

lelang daring adalah penerapan kebijakan privasi yang transparan dan jelas oleh platform lelang. 

Platform lelang daring seperti IBID dan Auksi, misalnya, telah menunjukkan komitmen mereka 

terhadap perlindungan data pribadi dengan mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang 

Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Mereka memberikan hak kepada konsumen untuk mengakses, 

memperbaiki, dan bahkan menghapus data pribadi mereka. Kebijakan privasi yang jelas tidak hanya 

mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, tetapi juga menjadi alat strategis dalam 

membangun dan mempertahankan kepercayaan konsumen. Penelitian menunjukkan bahwa 

konsumen lebih memilih platform yang memiliki kebijakan privasi yang baik, karena mereka merasa 

lebih aman dan terlindungi dari potensi penyalahgunaan data pribadi (Dhianti. R, 2022: 102). 

Meskipun regulasi terkait perlindungan data pribadi sudah ada, pelaksanaannya menghadapi 

berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pengawasan yang efektif dan 

terbatasnya kapasitas teknis lembaga penegak hukum dalam menangani kasus kebocoran data dan 

manipulasi informasi. Kasus kebocoran data yang semakin meningkat menunjukkan bahwa 

meskipun regulasi sudah cukup tegas, mereka belum cukup mampu mengatasi dinamika kejahatan 

digital yang semakin kompleks. Di sektor lelang daring, misalnya, kebocoran data atau manipulasi 

informasi dapat terjadi dengan sangat cepat dan merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, 

penegakan hukum yang konsisten dan didukung dengan sumber daya manusia yang terlatih serta 

teknologi yang memadai menjadi kunci untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih efektif. 

Ke depan, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih baik sangat diperlukan 

untuk memastikan bahwa regulasi yang ada dapat diterapkan dengan efektif. Lembaga penegak 

hukum juga perlu memiliki kapasitas teknis yang lebih baik, termasuk pemahaman tentang tren 

terbaru dalam kejahatan siber, untuk dapat menangani masalah ini secara cepat dan tepat. 

Penyelenggara lelang daring juga perlu terus berinovasi dalam hal teknologi untuk memastikan 

bahwa platform mereka tetap aman dan dapat dipercaya oleh konsumen. Dengan adanya kolaborasi 

antara penyelenggara lelang, pemerintah, dan lembaga penegak hukum, diharapkan perlindungan 

data pribadi dalam transaksi lelang daring dapat lebih terjamin, memberikan rasa aman bagi 

konsumen, dan mendukung pertumbuhan industri lelang digital di Indonesia. 

Selain itu, harmonisasi antara perlindungan data pribadi dan regulasi sektor lelang daring juga 

perlu diperkuat. Meskipun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 yang mengatur 

penyelenggaraan lelang elektronik menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas, 

peraturan ini belum secara spesifik mengatur perlindungan data pribadi dalam transaksi lelang. 

Kesenjangan ini membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk 

mengeksploitasi data pribadi konsumen tanpa pengawasan yang ketat ( Sutrisno. B, 2024: 41). Oleh 

karena itu, penting untuk memperkuat regulasi terkait perlindungan data pribadi di sektor lelang 

daring agar sistem lelang ini dapat beroperasi dengan aman dan adil. Hal ini dapat dilakukan dengan 

menyelaraskan regulasi perlindungan data pribadi dengan peraturan yang mengatur lelang daring, 

sehingga perlindungan data konsumen bisa terintegrasi dengan baik dalam ekosistem lelang digital. 

Perlindungan data pribadi juga memiliki dampak besar dalam membangun kepercayaan 

konsumen terhadap platform lelang daring. Konsumen cenderung merasa lebih nyaman dan yakin 

untuk berpartisipasi dalam lelang daring jika mereka mengetahui bahwa data pribadi mereka akan 

dilindungi dengan baik. Kepercayaan ini tidak hanya meningkatkan partisipasi konsumen, tetapi 

juga memperluas volume transaksi, yang pada gilirannya dapat memperkuat ekosistem ekonomi 

digital. Penyelenggara lelang harus terus meningkatkan kepercayaan konsumen dengan mengadopsi 

teknologi keamanan terbaru, seperti enkripsi end-to-end, autentikasi multi-faktor, serta audit berkala 

untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan aman dan tidak mudah disusupi (Fathni, I., Basri, 

B., Zulaika, S., dan Dewi, R. S, 2023:123). 

Perlindungan data pribadi juga memainkan peran krusial dalam menciptakan dan 

mempertahankan kepercayaan konsumen terhadap platform lelang daring. Dalam konteks ekonomi 

digital yang semakin berkembang pesat, kepercayaan menjadi fondasi utama dalam membangun 



Nabilah Febriana, Ahmad Zazili, Rohaini 

 

RJIH│120 

 

hubungan antara penyelenggara platform dan pengguna layanan. Konsumen akan cenderung merasa 

lebih nyaman dan aman untuk berpartisipasi dalam aktivitas lelang secara daring apabila terdapat 

jaminan bahwa data pribadi mereka dikelola secara hati-hati dan dilindungi dari risiko kebocoran, 

penyalahgunaan, atau akses ilegal oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. 

Lebih jauh, kepercayaan ini bukan hanya berdampak pada psikologis konsumen, tetapi juga 

memiliki implikasi langsung terhadap peningkatan partisipasi dan loyalitas pengguna dalam 

ekosistem digital. Saat konsumen yakin bahwa data identitas, informasi keuangan, dan histori 

transaksi mereka disimpan serta diproses sesuai prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, maka 

mereka akan lebih terbuka untuk terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi secara daring, termasuk 

mengikuti proses lelang, melakukan penawaran, hingga menyelesaikan transaksi secara digital. Hal 

ini pada gilirannya akan berkontribusi terhadap peningkatan volume transaksi dan menciptakan 

siklus ekonomi digital yang sehat dan berkelanjutan. 

Untuk menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan tersebut, penyelenggara platform 

lelang daring dituntut untuk secara aktif menerapkan sistem pengamanan data yang sesuai dengan 

standar internasional. Teknologi seperti enkripsi end-to-end sangat penting untuk memastikan 

bahwa komunikasi dan pertukaran data antar pengguna tidak dapat diakses oleh pihak luar. Selain 

itu, penerapan autentikasi multi-faktor (multi-factor authentication/MFA) dapat memberikan lapisan 

keamanan tambahan yang mencegah akses tidak sah bahkan jika data kredensial utama pengguna 

bocor. 

Tidak hanya itu, penting pula bagi penyelenggara untuk melakukan audit dan evaluasi 

keamanan data secara berkala. Audit ini bertujuan untuk mendeteksi celah keamanan yang mungkin 

muncul seiring perkembangan teknologi serta untuk memastikan bahwa kebijakan privasi dan sistem 

proteksi data terus relevan dan efektif. Keterbukaan hasil audit kepada publik juga dapat menjadi 

bentuk akuntabilitas penyelenggara dalam menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan 

konsumen.Dengan menggabungkan teknologi, kebijakan internal, dan kepatuhan terhadap regulasi 

seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, maka 

penyelenggara lelang daring dapat menciptakan ekosistem yang tidak hanya aman dari sisi hukum, 

tetapi juga mendorong tumbuhnya iklim bisnis digital yang beretika dan bertanggung jawab. Seperti 

yang dikemukakan oleh Fathni, Basri, Zulaika, dan Dewi (2023:123), pendekatan ini merupakan 

langkah penting dalam memastikan perlindungan data pribadi berjalan selaras dengan peningkatan 

kepercayaan publik terhadap layanan digital. 

Selain itu, hak-hak konsumen dalam perlindungan data pribadi yang diatur dalam UU PDP 

menjadi landasan penting untuk mencegah penyalahgunaan informasi. UU ini memberikan 

konsumen kendali penuh atas data pribadi mereka, yang mencakup hak untuk menarik persetujuan 

penggunaan data, hak untuk memperbaiki data yang salah, dan hak untuk mengetahui bagaimana 

data mereka digunakan. Hak-hak ini tidak hanya melindungi konsumen dari risiko manipulasi dan 

eksploitasi, tetapi juga memberikan transparansi dalam setiap transaksi yang melibatkan data 

pribadi. Dalam konteks lelang daring, hak-hak ini penting untuk memastikan bahwa konsumen dapat 

memantau dan mengontrol penggunaan data mereka dalam setiap transaksi. 

Selain itu, hak-hak konsumen atas data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan tonggak penting dalam upaya 

memperkuat keamanan informasi di era digital. UU ini tidak hanya menegaskan bahwa data pribadi 

merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi, tetapi juga menetapkan sejumlah 

hak fundamental yang dapat digunakan oleh subjek data (dalam hal ini konsumen) untuk melindungi 

diri dari penyalahgunaan informasi. Ketentuan tersebut menjadi sangat relevan dalam berbagai 

sektor layanan digital, termasuk dalam mekanisme transaksi melalui platform lelang daring yang 

melibatkan pertukaran informasi sensitif. 

Secara umum, UU PDP memberikan konsumen kendali penuh atas data pribadi mereka. 

Beberapa hak utama yang dijamin meliputi hak untuk memberikan dan menarik kembali persetujuan 

atas pemrosesan data, hak untuk mendapatkan akses terhadap data pribadi yang dimiliki oleh 

penyelenggara sistem elektronik, hak untuk memperbaiki data yang tidak akurat atau kadaluarsa, 

serta hak untuk mengetahui tujuan, jenis, dan cara pengolahan data tersebut. Dalam praktiknya, hal 

ini berarti bahwa konsumen memiliki hak untuk menentukan sejauh mana data mereka 

dikumpulkan dan digunakan, serta dapat meminta klarifikasi atau perubahan jika ditemukan 

penyimpangan dalam proses pengelolaannya. Hal ini merupakan bentuk konkret dari transparansi 

dan akuntabilitas dalam tata kelola data digital. 

Hak-hak ini menjadi sangat penting dalam konteks lelang daring (online auction), di mana 

pengguna biasanya harus mendaftarkan akun, mengisi data identitas, alamat, informasi 

pembayaran, dan terkadang bahkan data biometrik. Jika tidak diatur dan diawasi dengan baik, data-

data ini berpotensi digunakan untuk tujuan komersial tanpa izin, dijual kepada pihak ketiga, atau 

bahkan menjadi sasaran serangan siber yang dapat merugikan konsumen secara finansial maupun 

moral. Dengan adanya UU PDP, penyelenggara platform lelang daring diwajibkan untuk 

mengimplementasikan prinsip perlindungan data pribadi secara ketat, seperti melalui pengamanan 

sistem, pembatasan akses internal, serta transparansi dalam kebijakan privasi. 

Selain memberikan perlindungan hukum, keberadaan hak-hak konsumen dalam UU PDP juga 

memberikan dorongan bagi pelaku usaha digital untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola 

data pengguna. Mereka tidak hanya dituntut untuk menjaga kerahasiaan data, tetapi juga harus 

mampu menunjukkan kepada konsumen bagaimana data mereka digunakan secara legal dan etis. 
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Kewajiban ini menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat, di mana kepercayaan antara 

konsumen dan penyedia layanan dapat dibangun secara berkelanjutan. Dalam hal lelang daring, 

transparansi ini mendorong konsumen untuk merasa lebih aman saat berpartisipasi dalam transaksi 

online, karena mereka mengetahui bahwa hak-hak mereka telah dijamin dan dilindungi oleh regulasi. 

Oleh karena itu, implementasi yang konsisten dan pengawasan yang efektif terhadap hak-hak 

konsumen berdasarkan UU PDP menjadi hal yang krusial dalam menghadapi tantangan digitalisasi. 

Pemerintah, melalui lembaga yang berwenang, harus memastikan bahwa setiap penyelenggara 

sistem elektronik, termasuk platform lelang daring, mematuhi ketentuan hukum ini secara 

menyeluruh. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga penting agar konsumen memiliki 

literasi data yang baik dan memahami bagaimana mereka dapat menggunakan hak-haknya secara 

aktif. Dengan demikian, perlindungan data pribadi tidak hanya menjadi tanggung jawab negara atau 

perusahaan teknologi, tetapi juga menjadi bagian dari kesadaran hukum masyarakat sebagai 

konsumen digital yang cerdas dan kritis. 

Namun, untuk memastikan bahwa perlindungan data pribadi berjalan efektif, dibutuhkan 

pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten dan tepat. Lembaga-lembaga seperti 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus 

memperkuat koordinasi dalam pengawasan penyelenggara lelang daring. Selain itu, mereka juga 

perlu mengembangkan mekanisme inspeksi reguler dan membangun kapasitas untuk menangani 

kasus-kasus pelanggaran data secara cepat dan tepat. Penegakan hukum yang efektif, ditambah 

dengan sumber daya yang cukup, akan menciptakan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan 

mendorong mereka untuk lebih berhati-hati dalam mengelola data pribadi konsumen. 

Di sisi lain, penggunaan teknologi canggih seperti blockchain dapat menjadi solusi revolusioner 

dalam memperkuat perlindungan data pribadi di sektor lelang daring. Blockchain memungkinkan 

setiap transaksi dicatat secara permanen dan transparan, sehingga meminimalkan potensi 

manipulasi data dan meningkatkan kepercayaan konsumen (Setiawan, 2023: 80). Dengan teknologi 

ini, konsumen dapat memiliki jaminan bahwa data mereka tidak dapat diubah atau disalahgunakan 

tanpa terdeteksi. Walaupun implementasi teknologi ini memerlukan regulasi yang jelas, kolaborasi 

antara sektor swasta dan pemerintah, serta investasi dalam infrastruktur teknologi yang memadai, 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas perlindungan data pribadi di sektor lelang daring. 

Perlindungan data pribadi merupakan pilar utama dalam mencegah manipulasi informasi pada 

transaksi lelang mobil daring di Indonesia. Meskipun regulasi seperti UU PDP dan peraturan sektoral 

telah memberikan landasan hukum yang memadai, efektivitas implementasinya masih perlu 

ditingkatkan. Pengawasan yang lebih ketat, pengembangan teknologi keamanan, dan edukasi kepada 

konsumen merupakan langkah-langkah penting yang harus diambil untuk memperkuat sistem 

perlindungan data pribadi. Sinergi antara inovasi teknologi, penguatan regulasi, dan peningkatan 

kapasitas lembaga pengawas menjadi strategi utama untuk menciptakan ekosistem lelang daring 

yang adil, aman, dan terpercaya bagi seluruh konsumen di Indonesia. 

KESIMPULAN 

Penerapan prinsip keadilan distributif dan retributif dalam lelang mobil daring di Indonesia 

menunjukkan hasil yang moderat, dengan sejumlah tantangan signifikan dalam hal transparansi, 

akuntabilitas, dan perlindungan konsumen. Meskipun regulasi perlindungan konsumen seperti UU 

Perlindungan Konsumen dan UU Perlindungan Data Pribadi sudah ada, implementasinya masih belum 

optimal. Ketidakseimbangan informasi antara penyelenggara lelang dan konsumen, praktik manipulasi 

data seperti shill bidding, serta lemahnya pemberian sanksi hukum terhadap pelanggaran mengurangi 

efektivitas perlindungan konsumen. Sementara itu, pengawasan terhadap algoritma dan penggunaan data 

pribadi yang tidak tepat menjadi kendala besar lainnya. Selain itu, harmonisasi regulasi di sektor lelang 

daring yang menyeluruh dan penggunaan teknologi modern seperti blockchain dapat meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas dalam proses lelang. 

SARAN 

Untuk memperbaiki sistem lelang daring di Indonesia, penting untuk memperkuat penerapan 

regulasi yang ada dengan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum. Penyelesaian sengketa 

yang lebih efektif, seperti melalui mediasi berbasis teknologi, bisa menjadi solusi dalam mempercepat 

penyelesaian keluhan konsumen. Selain itu, regulasi perlindungan data pribadi harus diselaraskan 

dengan ketentuan yang mengatur lelang daring, serta melibatkan teknologi untuk mencegah 

manipulasi informasi. Penggunaan sistem lelang berbasis blockchain bisa menjadi langkah maju 

dalam menciptakan transparansi dan mengurangi ketimpangan informasi. Kolaborasi antara 

pemerintah, penyelenggara lelang, dan lembaga pengawas sangat dibutuhkan untuk menciptakan 

ekosistem lelang daring yang lebih adil, transparan, dan dapat dipercaya. Penyuluhan kepada 
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konsumen tentang hak-hak mereka juga harus menjadi prioritas, agar mereka dapat berpartisipasi 

dengan lebih aman dan memahami cara melindungi diri dari praktik yang merugikan. 
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